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PUTUSAN
Nomor 3937/Pdt.G/2020/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX  XXXXXX, alamat di  XXXXXXXXX  XXXXXXX
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Saepudin,
S.H., advokat yang berkantor di JI. Cipicung, RT/RW.
04/11, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung,
XXXX XXXXxxX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04
Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor
1118/Adv/V1I/2020 tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, alamat di XXX XXXXXXX XXX XX, XXXX
XXXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor
3937/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 06 Juli 2020 pada pokoknya mengajukan hal-
hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019 di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang,
XXXXXXXXX XXXXXXX, Sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 28/28/1/2019, tanggal 25 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga dan tinggal terakhir di Kampung Bongkor, XXxxX XxxxxxX, Ds.
Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, XXXXXXXXX XXXXXXX;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1

(dua) orang anak, yang bernama : |
|

4, Bahwa semula kehidupan pernikahan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kira-kira pada awal
bulan Desember 2019 mulai dirasakan terjadi ketidakharmonisan dan
perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a. Sikap Tergugat yang sudah tidak memberikan rasa nyaman
kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan sudah tidak ingin
lagi hidup bersama dengan Tergugat;
b. Orang tua Tergugat yang terlalu banyak ikut campur dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa
tidak nyaman;
(o Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik untuk perbaikan ke depan;
5. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2019 antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri;
6. Bahwa puncak percekcokan tersebut terjadi pada akhir bulan
Desember 2019, dimana terjadi perselisihan dan percekcokan yang serius
antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas permasalahan tersebut
pihak ketiga telah ikut menengahi untuk mendamaikan dan mencari jalan
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keluarnya, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing
pada pendiriannya, sulit ditemukan penyelesaiannya. Atas hal tersebut,
Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal
bersama orang tua Tergugat di XXX XXXXXXX XXX xX, RT/RW. 008/005 Kel.
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, XXXX XXXXXXX;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat merasakan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), dan tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat ar Rum [30]
ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir , telah tidak terwujud;

8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka cukup beralasan untuk diajukan gugatan cerai
ini berdasarkan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Undang-undang perubahannya, Jo. pasal 147 Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang,
XXXXXXXXX XXXXXXX, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar

yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ EGcININzNG
I < hadap Penggugat (I
)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya (ex agquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan  Surat Panggilan (relaas) Nomor
3937/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 12 Agustus 2020 dan tanggal 03 September
2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, XXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi
Jawa Barat, NIK 3204074606970005. Bukti surat tersebut telah diberi
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meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/1/2019 tanggal 25
Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
Cilengkrang, xXxXxxxXxxxx Xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat
KABUPATEN BANDUNG, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung
Bongkor, xxxxx xxxxxxx, Ds. Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang,
XXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis
lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Tergugat yang terlalu
banyak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
akhir bulan Desember 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama lIslam, pekerjaan xxxxxx, alamat
KABUPATEN BANDUNG, di bawah sumpah Islam memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung

Bongkor, xxxxx XxxxxxxX, Ds. Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang,

XXXXXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2019 mulai tidak

harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Tergugat

yang terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir

bulan Desember 2019;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup
untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan
Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,
maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai
dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu
akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal
ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal
2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai
identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di
persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat
telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang,
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oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat
sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah
sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan
ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat
didengar keterangannya,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai: a) sejak awal bulan Desember 2019 sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Orang tua Tergugat yang
terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat b)
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan
Desember 2019 dan ¢) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan
dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman
Penggugat dan tetangga Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi
tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap
pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan
dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut ketentuan agama Islam;

2. Bahwa, sejak awal bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat
sudah sering bertengkar disebabkan Orang tua Tergugat yang terlalu
banyak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir
bulan Desember 2019;
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4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan
kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh
karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa
dan diadili di Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat
tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut
dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak
dan pecabh;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan
dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang
merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang
demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada
mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,
sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni
halaman 100 serta kaedah figih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Ol Lubas 15l 13n Clawl oS; Lagay olisio o glaizl (x5 15V
lgs Usl

02941 02 30 o arza il a3¥l agiis Ol w3l e 0L
Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah
sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan
hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara

suami isteri*;

ool > Lle paio awlaall)

Him. 9 dari 11
Putusan 3937/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan
Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal
28 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami Faisal Amri, S.H.l., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Hasan Ashari, S.H.l. dan Hary Candra, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Masyhudi,

Him. 10 dari 11
Putusan 3937/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi

kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I. Faisal Amri, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota |,

Hary Candra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat :Rp -
4. Panggilan Tergugat :Rp 300.000,00
5. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
6. Redaksi :Rp 10.000,00
7. Meterai Rp__ 6.000,00
Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Him. 11 dari 11
Putusan 3937/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



